KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJAMBON,

Menimbang

o

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pejambon
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, perlu diatur
dengan tata tertib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang
Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pejambon Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;




7. Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Pejambon Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pengisian

Anggota BPD Tanggal 17 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN  PANITIA  PENGISIAN  ANGGOTA  BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
PEJAMBON TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut
dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di
tetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perwakilan adalah musyawarah yang difasilitasi oleh Panitia
Pengisian BPD untuk menjaring calon anggota BPD dan menentukan perwakilan
masing-masing wilayah keterwakilan yang mengikuti Musyawarah Desa
Penetapan BPD.

Bakal Calon Anggota BPD adalah Warga Negara Indonesia yang mengikuti atau
mendaftarkan diri dalam Pengisian Anggota BPD.

Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pengisian sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.




10.Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara

terbanyak dalam pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.

11.Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah

Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa untuk
menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.

BAB 11
PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
Pasal 2

Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota BPD terdiri atas:

1.
2.

Warga Negara Republik Indonesia;

Surat Pernyataan Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Memelihara
dan Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bermaterai cukup;

Surat Keterangan dari Desa bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai
penduduk Desa Pejambon minimal 1 (satu) tahun terhitung mundur sejak
pelaksanaan musyawarah desa penetapan Anggota BPD;

Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat,
dibuktikan dengan fotokopi ijazah tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;

Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah terhitung
mundur sejak pelaksanaan musyawarah desa penetapan Anggota BPD,
dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain yang dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;

Surat Pernyataan tidak pernah menggunakan narkoba yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

Surat Pernyataan memiliki komitmen yang kuat untuk memikirkan kehidupan
bersama dan memajukan Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas bermaterai cukup;

10.Surat Permohonan menjadi Calon Anggota BPD yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

11. Fotokopi e-KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
12.Surat Pernyataan belum pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali secara

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

13.Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang dibuat oleh

yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.




BAB 111
MEKANISME DAN TATA CARA
PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengisian dan Kuota Keterwakilan
Pasal 3
(1) Mekanisme pengisian Anggota BPD Desa Pejambon adalah dengan cara
Musyawarah Perwakilan.
(2) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari wilayah
keterwakilan Dusun Jambon dan Dusun Tanggungan.
(3) Kuota Anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat
(2) yaitu :
a. Dusun Jambon : 3 Orang
b. Dusun Tanggungan : 2 Orang
(4) Kuota Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah termasuk 1 (satu)
kuota Keterwakilan Perempuan.

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 4
(1) Panitia Pengisian melakukan sosialisasi tentang adanya penjaringan Bakal Calon
Anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan melalui media tatap muka
dan publikasi media luar ruang.

Bagian Ketiga
Musyawarah Perwakilan
Pasal 5
(1) Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah perwakilan di masing-masing
wilayah keterwakilan.
(2) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh Kepala
Keluarga yang berada di wilayah keterwakilan.

Pasal 6

(1) Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) untuk menjaring
Bakal Calon Anggota BPD, termasuk Keterwakilan Perempuan.

(2) Seluruh Bakal Calon Anggota BPD yang terjaring pada Musyawarah Perwakilan
berhak dipiih pada Musyawarah Desa penetapan Anggota BPD, setelah
melengkapi persyaratan administrasi.

(3) Jumlah Bakal Calon Anggota BPD yang diusulkan di Musyawarah Perwakilan
harus melebihi jumlah kuota Anggota BPD di wilayah keterwakilan tersebut.

Pasal 7
(1) Selain menjaring Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat
(1), Musyawarah Perwakilan juga menentukan perwakilan dari wilayah
keterwakilan yang mengikuti Musyawarah Desa penetapan Anggota BPD.




(2) Jumlah perwakilan wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (1)
sebanyak 5 orang tiap RT.

(3) 5 orang perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diantaranya adalah 1 (satu)
orang dari unsur perwakilan perempuan.

(4) Perwakilan wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Kepala
Keluarga, kecuali unsur perwakilan perempuan.

(5) Unsur perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud ayat (3), digunakan untuk
memilih 1 (satu) orang anggota BPD dari keterwakilan perempuan pada saat
Musyawarah Desa penetapan anggota BPD.

(6) Bakal Calon Anggota BPD, Panitia Pengisian, dan Perangkat Desa tidak boleh
ditetapkan sebagai perwakilan wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat
(2).

(7) Penetapan perwakilan wilayah keterwakilan sebagaimana ayat (2) dilakukkan
secara mufakat, dan apabila tidak tercapai mufakat dilakukan secara voting.

(8) Hasil musyawarah perwakilan dituangkan dalam Berita Acara musyawarah
perwakilan.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Klarifikasi Berkas Administrasi
Pasal 8

(1) Bakal Calon Anggota BPD yang telah terjaring dalam Musyawarah Perwakilan
harus melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan dalam Pasal 2 paling
lama 5 (lima) hari setelah Musyawarah Perwakilan dilaksanakan.

(2) Panitia Pengisian melakukan verifikasi dan klarifikasi kelengkapan persyaratan
administrasi paling lama 2 (dua) hari.

(3) Apabila dalam batas akhir verifikasi dan klarifikasi persyaratan administrasi
terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, maka
Bakal Calon Anggota BPD tidak dapat diusulkan dalam Musyawarah Desa
penetapan Anggota BPD dan dinyatakan gugur.

(4) Panitia Pengisian menetapkan Calon Anggota BPD yang dipilih pada Musyawarah
Desa penetapan Anggota BPD berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi
sebagaimana dimaksud ayat (2).

(5) Hasil verifikasi dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9
(1) Panitia Pengisian melaporan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud
Pasal 8 ayat (4) kepada Kepala Desa untuk dijadikan bahan Musyawarah Desa
penetapan Anggota BPD.
(2) Musyawarah Desa penetapan Anggota BPD dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari
setelah Kepala Desa menerima hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana
dimaksud ayat (1).

Bagian Kelima
Musyawarah Desa Penetapan Anggota BPD
Pasal 10
(1) Musyawarah Desa penetapan Anggota BPD dipimpin oleh Kepala Desa dengan
difasilitasi oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.




(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh masing-masing
perwakilan dari wilayah keterwakilan sebagaimana Pasal 7 ayat (2).

(3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 2 kali, yaitu :

a. Musyawarah penetapan Anggota BPD dari keterwakilan perempuan.
b. Musyawarah penetapan Anggota BPD dari keterwakilan wilayah.

(4) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) mendahulukan Musyawarah
penetapan Anggota BPD dari keterwakilan perempuan.

(5) Musyawarah penetapan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf a, dilakukan untuk menetapkan 1 (satu) orang perempuan untuk menjadi
Anggota BPD.

(6) Musyawarah penetapan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud ayat
(5), dilakukan oleh unsur perempuan yang merupakan perwakilan dari seluruh
wilayah keterwakilan.

(7) Musyawarah penetapan Anggota BPD dari keterwakilan wilayah sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf b, dilakukan oleh perwakilan dari wilayah keterwakilan
Calon Anggota BPD yang dipilih, selain dari unsur perwakilan perempuan.

Pasal 11

(1) Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai Anggota BPD adalah yang disepakati
oleh forum musyawarah secara mufakat.

(2) Apabila tidak terjadi kemufakatan maka penetapan Anggota BPD dilakukan
dengan cara voting.

(3) Pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. Masing-masing perwakilan dari wilayah keterwakilan hanya memiliki 1 (satu)
hak suara.
b. Voting dilakukan secara tertutup.

(4) Anggota BPD terpilih adalah Calon Anggota BPD dari masing-masing keterwakilan
wilayah yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan di bawahnya
sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

(5) Apabila terjadi suara sama saat pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud ayat
(2), maka yang ditetapkan sebagai Anggota BPD terpilih adalah berdasarkan usia
yang lebih tua.

(6) Hasil Musyawarah Desa penetapan Anggota BPD dituangkan dalam berita acara
penetapan Anggota BPD.

(7) Berita Acara hasil Musyawarah Desa penetapan Anggota BPD disampaikan oleh
Panitia Pengisian kepada Kepala Desa maksimal 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan
Musyawarah Desa.

BAB IV
BIAYA PENGISIAN ANGGOTA BPD
Pasal 12
(1) Dalam pelaksanaan pengisian Anggota BPD, Calon Anggota BPD tidak dipungut
biaya apapun.
(2) Seluruh biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD ditanggung oleh APBDesa
Desa Pejambon.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
a. Biaya ATK dan Banner;
b. Biaya Rapat dan Konsumsi;




c. Honorarium Panitia dan Narasumber;
d. Biaya lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
(1) Susunan Panitia Pengisian, RAB, serta Tahapan Pelaksanaan Pengisian Anggota
BPD tercamtum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Tata Tertib ini.
(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Desa Pejambon
Pada tanggal _ : 19 Februari 2019

KETUA PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID




